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BUPATI BANGKA 

PROVINSI  KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA  

NOMOR      TAHUN 2026 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  TAHUN 
2025 - 2029 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

BUPATI BANGKA, 

 

Menimbang : a. bahwa  rencana pembangunan jangka menengah 

daerah mempunyai peran dan fungsi penting dalam 

menentukan arah dan prioritas pembangunan daerah 

secara bertahap guna mempercepat perwujudan 

masyarakat adil dan Makmur; 

 b. bahwa untuk menjamin keterpaduan dan keselarasan 

sasaran dan prioritas pembangunan daerah agar 

penyelenggaraan pembangunan daerah dan pelayanan 

kepada masyarakat dapat berjalan efektif, efisien, 

konsisten dan bersasaran perlu disusun dokumen 

perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 

untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang memuat visi 

dan misi kepala/wakil kepala  daerah terpilih serta arah 

Pembangunan daerah sebagai pedoman dalam 

pelaksanaannya; 

 c.     bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat 1 

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah  ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Bangka Tahun 2025-2029; 
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Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 

1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 

Nomor 56) dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 

1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 

Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 

Termasuk Kotaparaja Dalam Lingkungan Daerah 

Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1821);  

3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara

 Republik Indonesia 4033); 

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di 

Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1821);Undang-undang  

Nomor  17  Tahun  2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286);Undang-undang Nomor 25 

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
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6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4725); 

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);Peraturan 

Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4815); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Dekon sentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4816); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4817); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

14. Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 136); 

16. Peraturan Presiden Nomor ........ Tahun ........ tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2025-2029; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1312); 
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18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 

2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Bangka Tahun 2024-2044. 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor .... 

Tahun ...... Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025-

2029. 

 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PER WAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA 

DAN BUPATI BANGKA 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA 

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025-2029 

 

BAB I KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud  dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka; 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan 

urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom;  

3. Bupati adalah Bupati Bangka; 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka;  

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; 

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya 

disingkat Bappeda,  adalah  Badan  Perencanaan  Pembangunan  

Daerah Tipe A  Kabupaten Bangka; 
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7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan 

masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan 

memperhitungkan sumber daya yang tersedia; 

8. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang 

dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, 

baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan 

berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, 

maupun peningkatan indeks pembangunan manusia; 

9. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses 

penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai 

unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan 

pengalokasian  sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan  

kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah 

dalam jangka waktu tertentu; 

10. Perubahan   RPJMD  adalah   perubahan atas hasil pengendalian 

dan evaluasi yang menunjukkan bahwa proses perumusan dan 

substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan tahapan dan tata 

cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam 

Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur serta terjadi 

perubahan mendasar mencakup terjadinya bencana alam, goncangan 

politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, 

pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional, dan tidak 

termasuk perubahan terhadap target indikator kinerja, penanggung 

jawab program, perubahan indikator kinerja utama; 

11. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih 

kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk 

mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi 

anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 

12. Kegiatan adalah bagian dari program  yang  dilaksanakan  oleh  satu 

atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian 

sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan 

tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil 

(sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan 

teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis 

sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan 
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keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa; 

13. Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya 

disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 

periode 20 (dua puluh) tahun; 

14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang 

selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan 

Daerah untuk periode 5 (lima) tahun; 

15. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat 

RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) 

tahun; 

16. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut 

dengan Renstra-PD adalah dokumen perencanaan PD untuk 

periode 5 (lima) tahun. 

17. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja-

PD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah 

untuk periode 1 (satu) tahun; 

18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan 

pada  akhir periode perencanaan; 

19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 

dilaksanakan untuk mewujudkan visi; 

20. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan 

pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif; 

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya 

disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Bangka. 

 

BAB II 

PENETAPAN DAN SISTEMATIKA RPJMD 

Pasal 2 

Dengan Peraturan  Daerah ini ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029 yang merupakan 

landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bangka dalam 

menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun. 

 

Pasal 3 

Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 
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Bangka Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

disusun sebagai berikut: 

BAB I. PENDAHULUAN 

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH  

BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH 

BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH  

BAB V. VISI, MISI, TUJ UAN DAN SASARAN 

B AB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJ AKAN DAN PROGRAM 

PEMBANGUNAN DAERAH 

BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM 

PERANGKAT DAERAH 

BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH  

BAB IX. PENUTUP 

 

Pasal 4 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka 

Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan 

satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan  dari Peraturan Daerah 

ini. 

 

BAB III  

PELAKSANAAN RPJMD 

 

Pasal 5 

(1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berpedoman  pada 

RPJM  Nasional, RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, RPJPD 

Kabupaten Bangka dan RTRW Kabupaten Bangka.  

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  menjadi  pedoman 

bagi: 

a. Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Renstra-PD; 

b. Pemerintah Kabupaten  Bangka  dalam  menyusun RKPD dan 

Rancangan APBD. 

 

Pasal 6 

(1) Perangkat Daerah melaksanakan program dalam RPJMD yang 

dituangkan dalam Renstra-PD. 
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(2) Perangkat Daerah wajib menjamin konsistensi antara Renstra-PD 

dengan RPJMD. 

(3) Perangkat Daerah serta masyarakat termasuk dunia  usaha  yang  

ada di Kabupaten Bangka, wajib melaksanakan program-program 

dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya. 

 

 

 

Pasal 7 

Kepala Bappeda melakukan verifikasi terhadap Renstra-PD untuk 

memastikan kesesuaian Renstra-PD dengan rancangan awal RPJMD . 

 

Pasal 8 

Pelaksanaan lebih lanjut RPJMD, dijabarkan kedalam Renstra-PD 5 

(lima) tahunan, RKPD tahunan dan Renja–PD. 

 

BAB IV  

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMD 

Pasal 9 

Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJ MD terdiri dari: 

a. Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan 

pembangunan daerah 5 (lima) tahun; 

b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana    

pembangunan daerah 5 (lima) tahun; dan 

c. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah 5 (lima) tahun. 

 

Pasal 1 0 

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

RPJMD. 

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan oleh Kepala Bappeda. 

 

Pasal 11 

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila: 

a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses 
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perumusan dan substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan 

tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang 

diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan 

b. Terjadi perubahan mendasar mencakup terjadinya bencana alam, 

goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan 

keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional. 

(2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada    

ayat (1) huruf a, tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD   

kurang dari 3 (tiga) tahun; 

(3) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah; 

(4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman 

RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah. 

 

BAB V  

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 12 

Pada saat RPJMD 2025-2029 belum tersusun, maka penyusunan 

RKPD tahun 2025 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bangka, RPJMD 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan rancangan teknokratik RPJMN 

2025-2029. 

 

BAB VI  

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 13 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah 
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Kabupaten Bangka. 

 

Ditetapkan di Sungailiat 

pada tanggal  

BUPATI BANGKA, 

 

 

............ 


